
WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR,I TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU
dan

WALI KOTA KOTAMOBAGU

rl ,f



Menetapkan
MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluErran anggaran selama I (satu) periode
€rnggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo
anggararan lebih tahun pelaporan yang terdiri saldo
anggaran lebih awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan saldo
anggaran lebih akhir.

8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

1O. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.
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